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STRUKTUR PAPARAN

• Review implementasi UU LLAJ

• Isu strategis lalulintas dan angkutan jalan

• Kontekstual – transmisi wabah dan pengelolaan mobilitas kendaraan
di jalan

• Aspek futuristik dari kerangka regulasi yang dibutuhkan Indonesia 
untuk pengelolaan mobilitas kendaraan di jalan

• Rekomendasi muatan RUU LLAJ
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KERANGKA ANALITIS KAJIAN RUU LLAJ
ANALYTICAL FRAMEWORK
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CRITICAL REVIEW → Relevansi

• Pelayanan LLAJ yang Aman, Selamat, 
Tertib, Lancar, Terpadu dengan moda
angkutan lain

• Mendorong perekonomian nasional

• Memajukan kesejahteraan umum

• Memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa

• Menjunjung tinggi martabat bangsa

• Etika berlalulintas dan budaya bangsa

• Penegakan hukum dan kepastian
hukum
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APAKAH UU 22/2009 TELAH MEMBERIKAN 
RASA AMAN BAGI PELAKU PERJALANAN?
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BAGAIMANA KINERJA 
KESELAMATAN JALAN SETELAH 
TERBITNYA UU 22/2009?

Kecelakaan adalah salah satu
penyebab kematian global

Sumber: GRSP, 2020
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Indonesia Toll Road Authority, Ministry of Public Works and Housing



KETERTIBAN DAN KELANCARAN MASIH MENJADI PEKERJAAN RUMAH, KHUSUSNYA PEMERINTAH 
KOTA DAN WILAYAH METROPOLITAN

ETIKA BERLALULINTAS, MENGHARGAI SESAMA PENGGUNA JALAN, DAN PENEGAKAN HUKUM MASIH 
MENJADI CATATAN

SEMAKIN BANYAK WILAYAH PERKOTAAN YANG MEMILIKI KECEPATAN PERJALANAN < 20 KM PER JAM
DISIPLIN BERLALULINTAS MAKIN SULIT DALAM KONDISI KOMPETISI ATAS RUANG JALAN YANG TERBATAS
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KETERPADUAN DENGAN MODA TRANSPORTASI LAIN MASIH 
TERKENDALA INFRASTRUKTUR DAN SISTEM PENGOPERASIAN

Integrasi antara system 
angkutan jalan dan moda
lain terkendala, bukan
karena persoalan komitmen
dan kebijakan, melainkan
karena orkestrasi lapangan
yang masih belum efektif

Contoh integrasi antara
jaringan jalan tol, 
pelabuhan, dan jaringan
kereta api di Makassar New 
Port untuk pengelolaan
pergerakan kontainer
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MAMPUKAH SISTEM LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
DALAM UU 22/2009 MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI?

TRACKING DAN TRACING – TEKNOLOGI DI SISI PENYEDIA LAYANAN LOGISTIKINFRASTRUKTUR – KEWAJIBAN PEMERINTAH

KEMAMPUAN SEKTOR INDUSTRI LOGISTIK MENUNJUKKAN PENINGKATAN DAN “GAP” NYA DENGAN NEGARA 
MAJU MAKIN MENGECIL, TAPI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI MASIH MEMERLUKAN KERJA KERAS

29.06.2020 RUU LLAJ - Komisi V 10



29.06.2020 RUU LLAJ - Komisi V 11



EUROPE 

3.61%

AMERICA 

AUSTRALIA 

AFRICA 

ASIA ASIA-IND :    5.54 
AMERICA-IND :    1.18
AFRICA-IND :    0.32
AUST-IND :    1.00
EURO-IND :    1.05
RELATED IND :    9.09

(Mio TEUS)

INBOUND-OUTBOUND CONTAINER TRAFFIC 
INDONESIA
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ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN 
LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KORLANTAS POLRI

• Angkutan umum berbasis online, 

• Sepeda motor untuk dijadikan
angkutan umum, 

• SIM C Umum untuk sepeda motor, 

• Dana preservasi jalan, dan

• Sistem informasi dan komunikasi
dalam manajemen operasional lalu
lintas

PERHUBUNGAN DARAT

• Pembatasan usia kendaraan bermotor,

• Kemajuan teknologi kendaraan,

• Sepeda motor untuk angkutan umum
dengan platform e-commerce

• Peningkatan dan efektifitas sangsi
hukuman dan denda

• Perkuatan PPNS untuk penindakan
tanpa pendampinhgan POLRI, dan

• Integrasi data kendaraan dan
penindakan secara elektronik
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ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN 
LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
• Yang belum teridentifikasi dari pembahasan isu strategis selama ini:

1. Peran negara/pemerintah dalam intervensi di pasar angkutan belum cukup
solid landasannya;

2. Transportasi dan aglomerasi perkotaan, serta transformasi kelembagaan
BPTJ → Badan Pengelola Transportasi Perkotaan, sehingga pembiayaan
APBN bisa diarahkan secara akuntabel. Transportasi bagi IKN ibukota baru;

3. Konvergensi antara mobilitas virtual dan mobilitas fisik, serta integrasi yang 
diperluas: moda, desain fisik/spasial, temporal, finansial, behavioural;

4. Fasilitasi bagi inovasi teknologi dan platform integrase;

5. Risiko dispersi dan transmisi wabah melalui kegiatan transportasi→
penyediaan pasokan layanan angkutan dan sistem pentarifan
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PERMASALAHAN: JABODETABEK TELAH TUMBUH 
MENJADI MEGACITIES YANG TAK TERKELOLA

SUMBER: Ditjen Tata Ruang, 2010

PADA TAHUN 2025 JABODETABEK AKAN 
MENJADI MEGACITY DENGAN 30+ JUTA 
PENDUDUK (13-15% PENDUDUK 
INDONESIA) DENGAN PDRB > 30% 
EKONOMI INDONESIA
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KASUS JAKARTA: 
KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN DOMINASI EKONOMI
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DIAGRAM SKEMATIK SIMPUL DAN JARINGAN 
TRANSPORTASI JABODETABEK

29.06.2020 RUU LLAJ - Komisi V 17



APAKAH ADA KEBUTUHAN UNTUK PEMBATASAN KEPEMILIKAN 
KENDARAAN?

MAXIMUM CAR OWNERSHIP 
FOR A SUSTAINABLE PATH

CAR DEPENDENT
SOCIETY

Source: CAI, 2012
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Trip rate x trip distance x efisiensi 
moda x efisiensi bahan bakar x 
kelancaran lalulintas
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Pengurangan jumlah 

perjalanan yang tidak 

efisien (telecommuter)
Pengurangan jarak perjalanan 

(pengaturan tata ruang → lokasi 

kegiatan dan permukiman)

Penggunaan jenis moda 

transportasi yang lebih 

ramah lingkungan (jalan 

kaki, sepeda, car-sharing, 

angkutan umum, hybrid)

Penggunaan bahan bakar 

bersih (clean diesel, 

hidrogen)

Manajemen lalulintas



PROPOSAL BAGI TRANSPORTASI BERKELANJUTAN:
KONSEP MOBILITY MANAGEMENT
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ANGKUTAN UMUM BERBASIS KORIDOR

PEMBENTUK STRUKTUR PERKOTAAN

ANGKUTAN PELAYANAN WILAYAH 

DAN PEMADU MODA

LAST MILE: MENJAMIN SOLUSI END-TO-END

FASILITAS
PEJALAN

KAKI

FASILITAS
SEPEDA

TAKSI
FEEDER 
ANGKOT



TAMU TAK DIUNDANG – COVID 19

DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
KINERJA PELAYANAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
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KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA KUARTAL I TAHUN 2020

Vietnam merupakan negara yang diperkirakan paling 
cepat pemulihan ekonominya

Pertumbuhan ekonomi Indonesia turun signifikan dan
permintaan jasa transportasi mengalami tekanan akibat WFH, 

jaga jarak, pembatasan perjalanan dan pelarangan mudik

Permintaan diperkirakan turun hingga 70%, dan hanya
tumbuh 1,27% - sebagian besar karena masih

dibolehkannya angkutan barang29.06.2020 RUU LLAJ - Komisi V 22



SKENARIO JUNI 2020

SKENARIO SEPTEMBER 2020

SEBAGIAN BESAR PELAKU INDUSTRI TRANSPORTASI MENGGUNAKAN TIGA 
SKENARIO “REBOUND” UNTUK ESTIMASI MINAT MASYARAKAT MELAKUKAN 
PERJALANAN

AKAN MENJADI CONTOH KLASIK AKADEMIK DARI DAMPAK 
TERHADAP SUPPLY DAN DEMAND!!
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Kapasitas sector kesehatan menangani Covid-19

RED ZONE – DAYA TAHAN INDUSTRI TRANSPORTASI 
MENGELOLA KONDISI FINANSIAL AKIBAT COVID-19

KETERSEDIAAN CADANGAN KAS PERUSAHAAN 3-6 BULAN

Jumlah kasus Covid-19

Kampanye WHF dan jaga jarak
Kebijakan PSBB
Pembatasan perjalanan
#TidakMudik

PEMULIHAN KESEHATAN, PERMINTAAN 
PERJALANAN, DAN PENYEDIAAN 
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

Health recovery

Transport demand recovery

Transport industry recovery

1st Critical time period

2nd Critical time period – see Harvard Study (Lipsitch, 2020)

Jumlah kasus Covid-19

Permintaan perjalanan
(Transport demand)

Cash-flow 
Perusahaan transportasi
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RISK EXPOSURE → Pengembalian investasi
Kehilangan pendapatan:
1. Pengurangan minat perjalanan
2. Kebijakan pemerintah (WFH, PSBB dll)

PAPARAN DAN ALOKASI RISIKO PENDAPATAN

APAKAH DINAMIKA 
PERUBAHAN “TRAFFIC” TELAH 

TUNTAS?
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#1 MUNCULNYA KONSEP 

“SANITISED TRAVEL”
#2 PERUBAHAN CARA BEKERJA,

INTEGRASI MOBILITAS FISIK DAN VIRTUAL

#3 MENINGKATNYA 
KESETIAKAWANAN SOSIAL

Teleconference Health clearance

Full gear field activities
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#4 MAKIN PENTINGNYA 

KOMUNIKASI PUBLIK 
YANG EFEKTIF

#5 KEHADIRAN PEMERINTAH 
DALAM PELAYANAN 

TRANSPORTASI MAKIN 
DIPERLUKAN UNTUK 

MITIGASI RISIKO BISNIS

#6 REFORMULASI PERJANJIAN 
PENGUSAHAN.

DIPERLUKAN ANALISIS DAN 

ALOKASI RISIKO 
PENGUSAHAAN KARENA 

WABAH DAN KEBIJAKAN 
PEMERINTAH
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BAGAIMANA SISTEM TRANSPORASI DALAM 
DUA DEKADE MENDATANG?
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AUTONOMOUS VEHICLE
CONNECTED VEHICLE

(V2V, V2I)
COLLABORATIVE CONSUMPTIONS

SHARED VEHICLES

ELECTRIC DRIVE
MULTI MODAL NETWORK

3D PROJECTION AND VR
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Source: various internet photo sources
20
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KECENDERUNGAN TEKNOLOGI KE DEPAN

Covid-19
effects



Source: Deloitte, 2016
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TRANS JAKARTA – Perluasan dan percepatan lingkup
pelayanan angkutan umum (sebelum covid-19)

TransJakarta Wilayah Pelayanan
Pertumbuhan : 22% 

Coverage Area : 438 km2

Pertumbuhan rute Non – BRT : 379%

*Agustus 2018
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Sumber: PT TransJakarta, 2019

No of routes 
managed



KINERJA OPERASIONAL (sebelum Covid-19)

Peningkatan jumlah penumpang
rata-rata harian sebesar 53% selama

periode 2017-2018
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INITIAL TRIAL - ELECTRIC BUS TECHNICAL PERFORMANCE CRITERIA

Charging time ≤ 4 hours

Operation time ≥ 17 hours

Electric Vehicle OPEX lower than diesel bus

Daily mileage ≥ 195 km 

Data awal berdasarkan
kinerja operasional PT 
Trans Jakarta
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TRIAL RUN OF ELECTRIC BUSES

To conduct electric vehicle operating trial on BRT Route #1 
segment (Shelter: National Monument  – Senayan Roundabout)

Operating Hours: 05:00 – 22:00

Multiple operators & 
brand

COMPARISON OF PERFORMANCE
Currently 5 bus manufacturers 

have signed MoU
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MULTILANE FREE FLOW

DES 
2016

SINCE

OCT  2017

INTERIM 

GOAL

TRANSITION TO 
SERVER BASED ETC
(SINGLE LANE FREE FLOW
WITH BARRIER)

100%
ETC CHIP BASED 
(SMART CARD)

ELECTRONIC PAYMENT
23%

ADVANTAGES OF MLFF
• High speed tolling (no queue in toll plaza) – 7.300 hours/Day of 

transaction time
• Efficient operating cost and lower fuel consumption
• Open up doors for future digitalization

CHALLENGES
• Bank clearing and financial settlement
• Choosing the right technology
• Interoperability between toll road operators and other 

transportation sector (i.e. ERP)
• Preparing law enforcement

ROADMAP MENUJU SISTEM TRANSAKSI NIR SENTUH JALAN TOL
MULTILANE FREE FLOW

CURRENT

TRIAL PHASE

TARGET 2020



CENTRALIZED SYSTEM – DESAIN UNTUK ANGKUTAN UMUM

Source: Korean Expressway Corp.

FARE COLLECTION

REFUELING
FAST CHARGING
PARKING TICKET

ROAD PRICING
TOLL CHARGING

E-ENFORCEMENT
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TRANSPORTATION
AND MOBILITY

INFORMATION
TECHNOLOGY

ENERGY
PRODUCTION AND
DISTRIBUTION

INVESTMENT
FINANCING

BUSINESS MODEL

LOCAL/NATIONAL
GOVERNANCE

STRUCTURE

GLOBAL RISKS
SHOCK AND STRESS

Internet of Things

Robotics
Automation Battery technology

Charging
station

Operation
Regulation/
licensing

Tax structure
Incentive

Venture
Capital

Ease of doing
business
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REKOMENDASI MUATAN-MUATAN PENGATURAN 
POKOK DALAM AMANDEMEN RUU LLAJ

• Teknologi kendaraan dan sistem pengaturan lalulintas yang fleksibel dan adaptif

• Perkuatan peran pemerintah dalam aspek keselamatan

• Penegasan peran pemerintah dalam perlindungan pengguna angkutan umum

• Pengelolaan transportasi perkotaan oleh pemerintah pusat

• Pendanaan yang berkelanjutan bagi penyediaan angkutan umum dan sistem
perlindungan keselamatan

• Perlindungan investasi bagi usaha layanan angkutan terhadap risiko kebijakan
pemerintah dan terhadap pandemik/transmisi wabah sebagai salah satu bentuk
bencana

• Pelayanan masyarakat dalam kondisi krisis

• Penegakan hukum melalui pengenaaan sangsi dan denda yang lebih efektif
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Terima Kasih


